
 

 

 

 

BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI  LUMAJANG 

NOMOR 28 TAHUN  2017 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  LUMAJANG, 

 

Menimbang  : a.   bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah dan  serta dalam rangka 

menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan 

berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam 

melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, 

terbuka dan akuntabel; 

 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu mengatur Pedoman 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, 

dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa  Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150);  

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5698);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20112 Nomor 122);  
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13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Pemerintah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 

14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 90);  

16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2010 Nomor 341). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PEDOMAN 

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

LUMAJANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lumajang.  

3. Bupati adalah Bupati Lumajang.  

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lumajang.  

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan 

pengawasan. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lumajang 

sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang.  

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat 

KPK adalah lembaga negara yang independen dengan 

tugas dan wewenang melakukan pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah sekretariat, inspektorat,  badan, dinas, dan 

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta 

kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN 

yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan 

menjauhkan ASN dari praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

 

(2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun 

integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan 

berwibawa. 

 

BAB III 

WAJIB LAPOR LHKASN 

 

Pasal 3 

 

(1) Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN. 

 

(2) Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, 

para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang 

dan jasa wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. 

 

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor 

LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

meliputi : 

a. Pejabat Eselon II/Kepala OPD; 

b. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/BLUD; 

c. Camat; 

d. Kepala Unit Pelaksana Teknis; 

e. Lurah;  

f. Auditor/ P2UPD; dan 
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g. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

 

(4) Wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap dan dimulai 

dari pejabat setingkat Eselon IV dan Eselon III untuk 

menyampaikan LHKASN kepada Bupati. 

  

BAB IV 

JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN 

 

Pasal 4 

 

Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

yaitu : 

a.  paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat diangkat 

dalam jabatan, mutasi atau promosi;  

b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna 

tugas; dan 

c.  jangka waktu lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

TATA CARA PENYAMPAIAN 

 

Pasal 5 

 

(1) LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur. 

 

(2) LHKASN dituangkan dalam formulir isian dan atau melalui 

sistem informasi harta kekayaan sesuai ketentuan. 

 

(3) Contoh, bentuk, format formulir isian, dan tata cara 

pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 

SISTEM INFORMASI HARTA KEKAYAAN 

 

Pasal 6 

 

(1) Penyampaikan LHKASN dapat menggunakan sistem 

informasi harta kekayaan yang dikembangkan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.  

 

(2) Pengkoordinasian penyelenggaran Sistem Informasi Harta 

Kekayaan dilakukan oleh Inspektorat. 
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BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 7 

 
(1) Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan OPD yang 

ditunjuk melakukan pembinaan atas penyampaikan 
LHKASN. 

 
(2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap LKHASN. 
 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam bentuk : 
a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN;  

b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain 
yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam 

rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
pada huruf a;  

c. melakukan verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan atas 
kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada 
pimpinan instansi pemerintah sesuai prosedur; 

d. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun 
mengenai pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Instansi 

dengan memberikan tembusan kepada Menteri yang 
membidangi Aparatur Sipil Negara dan RB.  

 
BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 8 

  
(1) Bagi Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi 

kewajibannya dan pejabat di Lingkungan APIP yang 
membocorkan informasi tentang LHKASN tidak sesuai 
prosedur dikenai sanksi administratif sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
Peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) 

pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan 
struktural/fungsional, LHKASN dan/atau sanksi 
administratif lainnya.  

 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 9 
 

(1) LHKASN untuk pertama kali wajib disampaikan paling 
lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini 
diundangkan. 
 

(2) Penetapan dan rincian tugas LHKASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

                                                              Ditetapkan di Lumajang 

pada tanggal 16 Mei 2017 
    

BUPATI LUMAJANG, 
 

ttd. 

Drs. H. AS’AT, M.Ag. 

 

Diundangkan di Lumajang 

pada tanggal 16 Mei 2017 
  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG, 

 

ttd. 
 

Drs, MASUDI,M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP.19570615 198503 1 021 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 28 

 
 

 

 

 

 

PARAF KOORDINASI 
Jabatan Paraf Tanggal 

Sekda    
Asisten   

Inspektur   

Kabag. Hukum   


